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PERBEKEL BONDALEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PERBEKEL BONDALEM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2)
huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun
Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan)
tahun;

bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2024-2029 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
hukum yang berlaku sehingga perlu lakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di
atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
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Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

SALINAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan
dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau
Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir
Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1224);
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Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun
dan Kepala Dusun;

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun
2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;

Peraturan Desa Bondalem Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bondalem Tahun

2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM

dan

PERBEKEL BONDALEM

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-
2029

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
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Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Bondalem Nomor 2 Tahun
2024), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan

pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8

(delapan) tahun, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan
tahun 2031.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) RPJM Desa Tahun 2024-2031 memuat :

(2)

(3)

a.
b.

C.

kondisi umum Desa;
visi Desa;

misi Desa;

. arah kebijakan pembangunan Desa; dan

. rencana/program kegiatan pembangunan Desa yang

meliputi bidang penyelenggaran Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Desa.

RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi

objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan

pembangunan Daerah.

RPJM Desa tahun 2024-2031 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP

Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa tahun 2024-2031 adalah sebagai

berikut :
a. BABI Pendahuluan
b. BABII Gambaran Umum Desa

C.

BAB III Proses Penyusunan RPJM Desa
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d. BAB IV Potensi dan Rumusan Permasalahan Desa

e. BABV Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan
Desa, Arah kebijakan Pengelolaan
KeuanganDesa dan Rencana Kegiatan Desa

f. BAB VI Penutup

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa Nomor 2 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2024-2029 dilakukan perubahan dan

penyesuaian sebagaimana pada Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal I
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa Bondalem

Ditetapkan di Bondalem
pada tanggal 6 September 2024
PERBEKEL BONDALEM,

TTD
GEDE ARYA ODANTARA

Diundangkan di Bondalem

pada tanggal 6 September 2024 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA BONDALEM Sekretaris Qsms!@!sxu

T

|
AGUS SATRIA JAYA, S.Pd

TTD

KOMANG AGUS SATRIA JAYA
LEMBARAN DESA BONDALEM TAHUN 2024 NOMOR 3
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